REPUBLIK INDONESIA

No. 1585, 2016 KEMENKEU. Hibah. Bantuan Pendanaan
Pascabencana. Pemerintah Pusat kepada Pemda.
Perubahan.

ERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 155 /PMK.07/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 162 /PMK.07/2015 TENTANG HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT
KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA BANTUAN PENDANAAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai hibah dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan
pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
162/PMK.07/2015 Hibah dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan
sebagai akibat adanya perubahan organisasi di
lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, perlu melakukan

perubahan Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan



2016, No. 1585

Mengingat

Menetapkan

dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015
tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan

Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015
tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah
Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1263);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 162/PMK.07/2015 TENTANG HIBAH DARI
PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA.



